PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

Menimbang

Mengingat

TINGKAT Il KUDUSNOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

bahwa dengan dibangunnya Terminal dan Taman Parkir Bakalan Krapyak,
maka guna pelaksanaan pemungutan retribusinya perlu mengubah untuk
ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus Nomor
11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus Nomor 11 Tahun
1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ) ;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;



7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan,
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupeten Daerah Tingkat 11 Kudus Nomor 10 Tahun 1987
tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1
Kudus Tahun 1988 Nomor 4 ) ;

17. Peraturan Daerah Kabupeten Daerah Tingkat || Kudus Nomor 11 Tahun
1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Kudus Tahun 1999 Nomor 4 ), sebagaimana diubah sampai
dengan kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14
Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 75) ;



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus Tahun 1999 Nomor 4 ), yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a. Nomor 6 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 25 );

b. Nomor 14 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 75),

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa 8

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk sekali parkir
ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Pelataran/Lapangan Parkir :

1. sedan, jeep, minibus, pick up dan sgenisnya, sebesar Rp 1.500,00
(seribu lima ratus rupiah) ;

2. bus, truk, dan segjenisnya, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

3. sepeda motor sebesar Rp 500,00 (limaratus rupiah).
b. Pada Gedung Parkir :

1. sedan, jeep, minibus, pick up dan sgjenisnya, sebesar Rp 2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

2. sepeda motor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
c. PadaTaman Parkir Bakalan Krapyak :
1 bus, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
2 minibus, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

3 sedan, jeep, dan sejenisnya, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

4 sepeda motor, sebesar Rp 500,00 (limaratus rupiah).



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

(2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18, diancam
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda
paling tinggi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus.

Digitally signed
by Bagian Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.25
10:21:24 +07'00'

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 5 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Nopember 2007
BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il KUDUSNOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan dibangunnya Terminal dan Taman Parkir Bakalan Krapyak maka
guna memberikan dasar hukum dalam pemungutan retribusi bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ditunjuk Bupati untuk mengelola Terminal dan Taman Parkir tersebut serta guna
pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, perlu melakukan perubahan yang ketiga kalinya terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir, sebagaimana diubah sampa dengan keduakalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2005 dengan menambahkan pungutan retribusi
terhadap kendaraan penumpang yang parkir di Taman Parkir Bakalan Krapyak.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengubah untuk yang ketigakalinya
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 14 Tahun 2005, dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan
dibidang Retribusi Daerah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Adminigrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal |

Cukup jelas
Pasal |1

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 102
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